BAB V
PENUTUP

51. Kesimpulan
Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap kinerja kepala desa

dalam menyalurkan alokasi dana desa talumopatu terdapat tiga aspek penting yakni
tahap pra penyaluran Tahap Penyaluran Dan Penggunaan Dana Desa serta Tahap
Pasca Penyaluran dana desa, Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa di Desa
Talumopatu masih belum berjalan dengan baik terutama pada tahap pra penyaluran
dan tahap penyaluran dan penggunaan dana desa, hanya tahap ketiga yang telah
terlaksana dengan baik, tetapi Tahap Pra Penyaluran Dana Desa masih belum
terlaksana dengan baik terutama pada Aspek Kesesuiaan Prosedur Penyusunan
Perencanaan Dana Desa karena kepala desa tidak membuat surat keputusan tentang
Petugas Teknis Pelaksana Dana Desa (PTPD) tapi hanya melakukan penunjukan
langsung kepada sekertaris desa.

Kemudian pada factor penghambat di temukan tiga factor yang sangat
berpengaruh terhadap penyaluran dana desa talumopatu pertama factor pendidikan,
factor lemahnya pengawasan dan terakhir factor pencairan. ketiga faktor ini
memberikan dampak yang begitu sulit terhadap kinerja kepala desa yang menjadi
kepala dalam pengelolaan dan penyaluran dana desa di desa Talumopatu.

5.2. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang ada diatas, peneliti memberikan beberapa
saran yang diharapkan dapat menjadi masukan untuk mengefektifkan partisipasi

masyarakat dalam pengawasan dana desa di Kecamatan Mootilango, antara lain :
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1. Aparat pemerintah desa dan anggota badan permusyawaratan desa
seharusnya memiliki intergrasi yang baik sehingga pengawasan dana desa
dapat berjalan dengan baik.

2. Kejelasan prosedur pengawasan dana harus di perhatikan oleh pemerintah
desa dan badan permusyawaratan desa serta masyarakat sehingga dana desa
dapat diawasi dengan baik.

3. Anggota badan permusyawaratan desa sebaiknya memberikan ketegasan
kepada pemerintah desa agar sebelum mengimplementasikan program yang
didanai oleh alokasi dana desa harus ada musyawarah penentuan program
prioritas sehingga dapat tercipta keselarasan antara pemerintah desa, anggota

badan permusyawaratan rakyat, dan masyarakat.
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